
a. bahwa dalarn rangka pelaksanaan kebijakan 
penyederhanaan birokrasi di Jingkungan instansi 
pernerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan 
Pernbangunan Daerah Kota Kendari; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 
(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi 
Pemerintab Untuk Penyederhanaan Birokrasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kota Kendari; 

l. Pasal 18 ayac (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat U Kendari 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. lJndang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5954); 

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telab diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran, Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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5. Peraruran Pemer.intah Nomor 18 Tahun 20)6 ientang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telab diu bah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubaban 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

6. Peraturan Pemerintab Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajernen Pegawai Negeri Sipil [Lcrnbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor G037) 
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintab 
Nomor 17 Tabun 2020 tentang perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeti Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 6477); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeti Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 201.8 tentang Pernbentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Repuhlik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang 
Melaksanakan F'ungsi Penunjang Penyelenggara.an 
Urusan Pernerintahan (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 20].7 Nomor 197); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Refonnasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Adrninistrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 525): 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformas.i Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi 
Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 546); 

11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 
2016 Nomor 5) sebagaimana Lelah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari 
Nemer 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Kendari [Lernbaran Daerab Kota Kendari Tahun 
2020 Nomor 11); 
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(1) Perangkat daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan 
atas Tipe A. 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Pasal 4 

Nomenklatur peraogkat Daerah Kuta Kendari sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2, adalah Badan Perencanaan Pembanguna.n Daerah Kota Kendari. 

Bag:ian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daenh 

Pasal 3 

Perangkat Daerah Kota Kendari yang melaksanakan fungsi penunjang 
urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan 
pengembangan diwadahi dalam bentuk Badan. 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

Pasal2 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
l. Kota adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah IJaerah adalah Walikot.a dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelak.sanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota 
Kendari. 

3. Walikota adalah Walikota Kendari. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari. 
5. Sadan adalah Sadan Perencanaan Pcmbangunan Daerah Kota I<endad. 
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pernbangunan Daerah 

Kota Kendari. 
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabat.an yang berisi 

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
herdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

8. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan 
tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya dalam suatu satuan kerja. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA SADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KENDARI. 

Menetapkan 

. 3. 

MEMUTUSKAN : 



(1) Susunan Organisasi Sadan, terdiri dari : 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Pernerintahan, Penelitian dan Pengembangan; 
d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 
e. Bidang Sosial Budaya dan Pernbangunan Manusia; 
f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; clan 
g. Kelompok Jabatan Fungsional 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) 
tercanturn pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 8 

DaJam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyuaunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, 

penelitian dan pengembangan; 
b. pelaksanaan rugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan 

daerah, penelitian dan pengembangan; 
c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rugas dukungan teknis 

bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan 
pengernbangan; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan 
tugas dan fungal Badan. 

Pasal 7 

Pasal 6 

Badan bertugas rnembantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 
pembantuan di bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan. 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

Pasal 5 

(1) Sadan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang mcnjadi 
kewenangan Daerah. 

(2) Sadan dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

BAB Ill 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGA.NISASI 
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(2) Pencntuan tipe Sadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan 
hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pernerintahan 
fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan 
pengembangan. 

(3) Penentuan intensttas penyelenggaraan urusan pemerintaban 
sebagairnana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 



Sekretariat, terdiri atas : 
a. Sub Bagian Perencanaa.n dan Evaluasi; 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsiional 

Pasal 12 

Dalam mela.ksa.nakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat 
( 1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. pengoordinasian kegiatan di Badan; 
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di 

Badan; 
c. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Daerah, Rcncana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daera.h, Renoana Kerja Pemerintah 
Dae rah; 

d. penyusunan kerangka regulasi dalam rencana pembangunan daerab 
pada Badan; 

e. pembinaan dan pemberian dulcungan administrasi yang mcliputi 
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, 
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan; 

f. penyusunan laporan akuntanbilitas kinerja instansi pemerintah dan 
standar operasional prosedur di lingkup Badan; 

g. penyelenggaraa:n pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan 
pengadaan barang danjasa di lingkup Badan; 

h. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas 
capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja 
pengadaan barang/ jasa milik daerah; dan 

1, pelaksanaan fungsi Jain yang diberikan oleh Kepala Badan dengan tugas 
dan fungsinya. 

Pasal 11 

(1) Sekretariat bertugas melaksanakan administrasi umum, menyiapkan 
bahan koordinasi, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, 
perlengkapan, rurnah tangga, pengelolaan barang milik/kekayaan 
daerah, penyusunan program kerja, evaluasi clan pelaporan. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipirnpin oleh 
Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Badan. 

Bagian Kedua 
Bagian Sekretarlat 

Pasal 10 

Bagian Kesatu 
Kepala Sadan 

Pasal 9 

Kepala Badan bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan membina 
bawahan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pernbangunan, 
penelitian dan pengembangan. 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 
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Pasal 15 

Dalam mel.aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(1), Bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengernbangan menyelenggarakan 
fungsi : 
a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD 

bidang Pernerintahan, Penelitian dan Pengernbangan; 

Bagian Ketiga 
Bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan 

Pasal 14 

(1) Bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan bertugas 
melaksanakan koordinasi, veriflkasi, pengendalian, pengelolaan data dan 
evaluasi dalam menyusun perencanaan dibidang pernerintahan umum, 
penelitian dan pengembangan. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleb Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan berlanggung jawah kepada KepaJa 
Badan. 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 12 huruf a, bertugas : 
a. menyiapkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerab, 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pcmbangunan Jangka Mcncngah Daerah, Rcncana Kcrja Pemerintah 
Daerah; 

b. rnenyusun kerangka regulasi dalam Perencanaan Pembangu.nan 
Daerah; 

c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan; 
d. menyiapka.n bahan koordinasi penyusunan program dan rencana 

kerja Badan; 
e. mengkoordinasi.kan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan 

perencanaan pembangunan daerah di Badan; dan 
f. melaksanakan pelaporan kinerja program/kegialan Badan. 

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 12 huruf b, bertugas : 
a. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasarna, 
hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan; 

b. menyiapkan peralatan barang inventaris untuk menunjang kegiatan 
di lingkup Badan; 

c. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai 
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

d. menyusun standar operasional prosedur di lingkup Badan; 
e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, daftar urut 

kepangkatan dan nominatif serta kesejahteraan pcgawai scsuai 
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi 
kepegawaian; dan 

f. menyusun daftar induk kepegawaian menyusun laporan pelaksanaan 
tugas seoara berkala sebagai bahan evaluasi. 

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan ayat (2), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris. 

-6- 

Pasal 13 



Pasal 18 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1), Bidang Perekonomian clan Surnber Daya Alam menyelenggarakan 
fungsi : 
a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD 

bidang Perekonornian dan Sumber Daya Alam; 

Bagian Keempat 
Bldang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 

Pasal 17 

(l} Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam bertugas melaksanakan 
koordinasi, verifikasi, pengendalian, pengelolaan data dan evaluasi dalam 
menyusun perencanaan dihidang perekonomian dan surnber daya alam. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat ( l), dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan. 

Susunan Organisasi Bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Pasal 16 
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b. pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja Perangkat Daerah Kota 
bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan; 

c. pcngoordinasian penyelenggaraan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, 
RPJMD, RKPD bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan; 

d. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah 
Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota bidang 
Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan; 

e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, 
RPJMD, RKPD dan APBD bidang Pemerintahan, Penelitian dan 
Pengembangan; 

f. pernbinaan teknis perencanaan kepada perangkar daerah bidang 
Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan; 

g. pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pernbangunan 
daerah bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan; 

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan 
pernbangunan daerah bidang pemerintahan bidang Pemerintahan, 
Penelitian dan Pengembangan; 

r, penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan 
pemerintahan daerah; 

j. pelaksanaan penelitian dan pengcmbangan di pernerintahan daerah; 
k. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah; 
1. fasilitaai dan pelaksanaan inovasi daerah; 
m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan di daerah bidang Pernertntahan, Penelitian dan 
Pengem ban gan; 

n. pengkoortlinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan lingkup pemerintahan daerah; 

o. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 
daerah; dan 

p. pelaksanaan tungsi lain yang cliberikan oleh Kepala Badan terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 



Pasal 21 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), 
Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia rnenyelenggarakan 
fungsi: 
a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD. RP.JMD dan RKPD 

bidang sosial budaya dan pembangunan manusia; 
b. memverifikasi rancangan Renstra dan riset perangkat daerah bidang 

sosial budaya dan pembangunan rnanusia; 
c. penyelenggaraan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RK.PD bidang 

sosia.J budaya dan pernbangunan manusia; 
d. pelaksanaan sinergitas clan hannonisasi RTRW daerah, RPJMD dan 

kegiatan perangkat daerah kota kendari dengan kementrian, lembaga dan 
provinsi bidang sosial budaya dan pembangunan manusia: 

e. pengoordinasia.n pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, 
RPJMD, Rl<PD dan APBD bidang sosial budaya clan pembangunan 
manusia; 

Pasal 20 

(1) Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia bertugas 
melaksanakan koordinaai, verifikasi, pengendalian, pengelolaan data dan 
evaluasi dalam menyusun perencanaan dibidang Sosial Buclaya clan 
Pembangunan Manusia. 

{2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat. (l), dipimpin olch Kcpala 
Bidang yang berada dibawah dan bert:anggung jawab kepada Kepala 
Badan. 

Bagian Kelima 
Bidang Sosial Budaya dan Pembangun.an Manusia 

Susunan Organisasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Pasal 19 

b. pcngoordinasian pcnyusunan Renstra dan riset perangkat daerah bidang 
Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

c. penyelenggaraan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang 
Perekonornian dan Sumber Daya Alam; 

d. pelaksanaa.n sinergitas dan harmonisasi, RPJMD dan kegiatan perangkat 
daerah dengan Kementrian/ Lembaga, Provinsi dan Kabupaterr/Kota 
bidang Perekonomian dao S umber Daya Alam; 

c. pengoordi:nasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, 
RPJMD, RKPD dan APBD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

f. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang 
Perekonomian clan Sumber Daya Alam; 

g. pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pernbangunan 
daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

h. pelaksanaan pengeloJaan data clan infonnasi perencanaan pembangunan 
daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam: 

1. pelaksanaan evaluasi clan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah bidang Perekonornian dan Surnber Daya Alam; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait 
dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 24 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), 
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah rnenyelenggarakan fungsi : 
a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan Rl{PD 

bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; 
b. pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra dan rlset perangkat daerah 

bidaog infrastruktur dan pengembangan wilayah; 
c. penyelenggaraan pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD, RKPD 

bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; 
d. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah, RPJMD dan 

kegiatan perangkat daerah kota kendari dcngan kementrian, lembaga dan 
provinsi bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah; 

e. pengoordinasian pclaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, 
RPJMD, RKPD dan APBD bidang infrastruktur dan pengembangan 
wilayah; 

f. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota kendari 
bidang sosial budaya dan pembangunan manusia; 

g. pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan 
daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; 

h. pelaksanaan pcngelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 
daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; 

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah sosial budaya dan pembangunan manusia; dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait 
dengan tugas dart fungsinya. 

Pasal 23 

(l) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah bertugas 
melaksanakan koordinasl, verifikasi, pengendalian, pengelolaan data dan 
evaluasi dalam menyusun perencanaan dibidang infrastruktur dan 
pengembangan wilayah. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipirnpin oleh Kepala 
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Badan. 

Bagian Keenam 
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 

Susunan Organisasi Bidang Sosial Budaya dan Pembangirnan Manusia 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Pasal 22 

f, pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota kendari 
bidang sosial hudaya dan pembangunan manusia; 

g. pengendalian clan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan 
daerah bidang sosial budaya dan pembangunan manusia; 

h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan 
daerah bidang sosial budaya dan pembangunan manusia; 

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan 
pcmbangunan daerah sosial budaya dan pembangunan manusia, dan 

j. pelaksanaan fungsi lain yang cliberikan oleh Kepala Badan terkait 
dengan tugas dan Iungsinya. 

-9- 



(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib rnengawasi bawahannya 
rnasing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil 

Pasal 30 

Dalam melaksanakan tugas setiap pirnpinan dan kelompok jabatan 
fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di 
lingkungan Sadan serta dengan inst.ansi lain di luar Badan sesuai dengan 
tugas masing-masing. 

Pasal 29 

BABV 
TATAKERJA 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 12 
huruf c, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 25 terdiri dari sejumlah 
Aparatur Sipil Negara dalarn jenjang jabatan fungsional yang terbagi 
dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. 

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana d.imaksud pada ayat (l) dipimpin oleh 
sub koordinator scsuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan 
fungsinya. 

(3) Sub Koordinator sebagaimana d.imaksud pada ayat (2), berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya. 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (31, membantu 
pimpinan dalarn penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, 
pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub 
substansi. 

(S) Ketentuan lebih lanjut rnengenai penjabaran tugas dan tungsi kelompok 
sub substanai dan sub koordinator ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota. 

Paaal 28 

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, adalah 
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan 
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 
tertentu. 

Pasal 27 

Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 26 

Pada masing-rnasing unit kerja di lingkungan Badan dapat dibentuk 
sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Susunan Organisasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional 

• JO. 

Pasal 25 

• 



Pasal 33 

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleb Walikota atas usul 
Sekretatis Daerah. 

(2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan 
diberhentikan oleh Walikota atas usu] Kepala Sadan rnelalui Sekretaris 
Daerah. 

(3) Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Badan. 
(4) Kepala Badan merupakan jabatan eselon lTb atau Jabatan Pimpinan 

Tinggi Pratama, 
(5) Sek:retaris merupakanjabatan eselon Illa atau Jabatan Administrator 
(6) Kepala Bidang merupakan jabatan csclon Ulb atau Jabatan 

Administrator. 
(7) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan 

Pengawas. 
(8) Sub Koordinator merupakan Pejabat, Fungsional Ahli Muda. 
(9) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan 

struktural di lingkungan Badan, berpedoman pada ketentuan peraruran 
perundang-undangan. 

BABVl 
PENGANGK.ATAN, PEMBERHENTJAN, KEPANGK.ATAN, 

DAN ESELONISASI DALAM JABATAN 

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat 
dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu 
kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 32 

(1) Dalarn hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris rnelakukan tugas 
Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(21 Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat 
menunjuk Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan. 

Pasal 31 

langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang­ 
Undangan. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja 
bertanggung jawab mernirnpin dan rnengoordinasikan bawahannya serta 
memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas, 

(3) Setiap pirnpinan satuan organisasi wajib mengikuri dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan 
menyampaikan laporan secara berkala. 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk 
kepada bawahan. 

(SJ Dalam rncnyampaikan laporan rnasing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 
Iungsional mempunayi hubungan kerja .. 

(6) Dalam melaksanakan tugsanya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh 
kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat 
berkala. 

. 11. 

• 



NOMOR 2 t; 

Diundangkan di Kcndari 
pada tanggal, '.l. '7 - I - 2022 

Ditetapkan di Kendari 
~i;tte::!;a;J::igg1al, '.l S - I - 2022 

~")~~kf]pNDARI 

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kot.a Kendari. 

Pasal 35 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 34 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraruran Walikota Nomor 
60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari 
(Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

BAB VII 
KETENTUANPENUTUP 
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AKENDARI, 

~:,:1:r.,· ~·- -~~-,- _:J: --;:ii,- •• /~. 
- i"' \~ :,·:r-:·3;~. "··', \;:~.,. 
~Cl,~ti!..-:,-:.::'(. ~'~~;.J..,::~ 

5fJ<RETARJAT 

SU88A<W.N .... PtRCNCANAAff,!VAUJASI 

5U88AGIAN - UMUM DAN Kl;PfG.AWAIAN 

SUB l(OORl>lNTOR O,\N ,_ KlllOMPOK "'IIATAN 
FUNGSlONAL 

I I 
I I I I 

8UWIG 8ll!All<1 UDUIG lltDAMG 
P~M-RIKl'AHAN, PUE!CD-WI DAN llUDAYA- llll'RA$1'IWICT\lll DAN 
P£11lllnAII DM SUIIURDAYA ALAM PEMIAIIGU"AN MANUSIA IC&WRAYANAN 
PE-llllNOAN 

l I I I 
SUll KOORDlHTOR. OAN sua KOOltDlNTOR DAN SUB KOOROlllTOR DAN SUB KOORDJNTOR DAN 

KflOMPOX 3ABATAN KELOMPOKiJABATA.N k.llLOMPOK JA8ATAN KfLOHPOKlABATAN 
FUNGSlOHM.. AJNc.slONAL FUNGSIONAl FUHGSlONAL 

I l I I I I I I 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KOTA KENDARI 

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR '.£.S TAHUN 2022 
TANGGAL : :l S - I - 2022 
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